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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud
pelaporan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran telah dapat
diselesaikan.

Dengan tersusunnya LKjIP BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat
diketahui hasil yang telah dicapai baik tugas pokok, fungsi dan peran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah dan
Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang
berkaitan dengan kinerja suatu SKPD dan berpatokan kepada hasil analisis dan
perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2022.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya
meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Timur pada tahun berikutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan yang
terpenting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pertanggung
jawaban yang disebut Akuntabilitas Kinerja.

LKjIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam
penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna
penyempurnaan di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan
lainnya. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran dan pendapat
sehingga tersusunnya LKjIP ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, Januari 2023

Kepala Pelaksana,

H. M. Agus Hawl Kesuma, SE, M.M, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196708171992031017
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Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan maupun peningkatan/penurunan
capaian kinerja. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan
dan sasaran. Untuk itu seluruh program kerja BPBD Provinsi Kalimantan
Timur didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah
ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2019-2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Kontrak Kinerja (Penetapan/Perjanjian Kinerja), Rencana Kerja serta Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
pada Tahun 2022 telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang

diwujudkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan

Secara keseluruhan tingkat Capaian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran “Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi
risiko bencana” dengan indikator kinerja “Prosentase penyelenggaraan
penanggulangan bencana”, realisasi capaian Kkinerja sebesar 117,65 %

dengan realisasi capaian anggaran sebesar 95,76 %.
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2. Pada Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan”
dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”, realisasi
capaian kinerja sebesar 100,58 9% dengan realisasi capaian anggaran
sebesar 86,28 %.

Hasil pengukuran rata-rata keseluruhan capaian sasaran indikator kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2022 mencapai 109,12 % dan semua target sasaran yang telah ditetapkan
dicapai dengan capaian kategori “Sangat Memuaskan”. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2022 sudah dilaksanakan
dengan baik dan akan dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun berikutnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009
tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 pada Bab II1.
Tanggung Jawab dan Wewenang pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan Pasal 18 ayat 1 : Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Memperhatikan dasar-dasar hukum lainnya, yaitu antara
lain :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2013
Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
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B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab Il Pembentukan,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota;
Bagian Kedua Kedudukan; Pasal 3 disebutkan bahwa 1) BPBD Provinsi dan
BPBD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah; 2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin
Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 pada
Pasal 21, Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan
Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran.

2. Menetapkan  standarisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada
wilayahnya.

6. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala
Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana.

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang.

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.
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Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

Timur adalah :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien serta;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

o

Kepala Pelaksana

(o

. Sekretaris, membawabhi :
- Sub bagian Perencanaan Program
- Sub bagian Keuangan
- Sub bagian Umum
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan, membawahi :
- Seksi Pencegahan
- Seksi Kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawabhi :
- Seksi Penanganan Darurat
- Seksi Logistik dan Peralatan
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi :
- Seksi Rehabilitasi
- Seksi Rekonstruksi
f. Kelompok Jabatan Fungsional
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Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kalimantan Timur

KEPALA BADAN BPBD /EX. OFFICIO
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM

UNSUR PENGARAH

KEPALA PELAKSANA

INSTANSI TERKAIT DAN
PERGURUNAN TINGGI,
PROFESIONAL / AHLI

H.M. Agus Hari Kesuma, SE.,MM., M.Si
NIP. 196708171992031017
Pembina Utama Muda (1V/c)

SEKRETARIS

SUB BAG. PERENCANAAN
PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

A. RAFIQ, S.SOS, M.Si
NIP 19720315 199803 1 010
Pembina (IV/a)

M. FAHRIZAL, S.Pd
NIP 197304051998031007
Pembina (IV/a)

ZAINUL FADLANSYAH, SKM
NIP 19710125 199103 1 003
Penata Tingkat | (111/d)

BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI DAN KONSTRUKSI

Tresno Rosano, SE
NIP. 197009081993031011
Pembina (Ill/d)

RUDI SYAFRIADI S.H.
Nip. 196606111991031016
Pembina (IV/a)

Yasir, SE., M.Si
NIP 197304051998031007
Pembina (IV/b)

]

]

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI PENANGANAN DARURAT

]

SEKSI REHABILITASI

KELOM
POK
JABAT
AN
FUNGS
IONAL

Sugeng Priyanto, S.Hut, M.Si
NIP 196903121998031006
Penata Tingkat I (111/d)

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI LOGISTIK & PERALATAN

Budi M. Igbal Qahar, S.Hut
NIP 198012232005011006
Penata Tingkat I (111/d)

SEKSI REKONSTRUKSI

Joko Purwanto, SH
NIP 197303182002121004
Penata Tingkat I (111/d)

| WAYAN PRAJNA SATYA D,S.T
NIP 197801272006041003
Penata Tingkat I (111/d)
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SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 37 Orang, (berdasarkan tingkat
pendidikan) , yaitu :

- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 9 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 15 Orang
- Diploma : 3 Orang
- Pendidikan SLTA / SMU : 10 Orang
- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang

2. Pegawai Non PNS, berjumlah 39 orang, yaitu :

- Petugas Penanganan Penanggulangan Bencana : 11 Orang
11 (Sebelas) orang Pendidikan SLTA

- Petugas Gudang Logistik Bencana : 6 Orang
3 (Tiga) orang Pendidikan SLTA
2 (Dua) orang Pendidikan SLTP
1 (Satu) orang Pendidikan SD

- Penatalaksana Pengelolaan Pusdalops PB : 6 Orang
5 (Lima) orang Pendidikan Sarjana
1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana Muda

- Operator Radio Telekomunikasi . 2 Orang
2 (Dua) orang Pendidikan SLTA
1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana Muda
2 (Dua) orang Pendidikan SLTA

- Pengelola Sistem Informasi Bencana : 10rang
1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana

- Tenaga Pranata Komputer : 1 Orang
1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana

- Pengelola Program Kegiatan : 1 Orang

1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana
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Penata Laporan Keuangan : 1 O0rang

1 (' Satu ) Orang Pendidikan Sarjana

Pengelola Data Administrasi & Verifikasi : 10rang
1 (Satu) Orang Pendidikan Sarjana

Pengadministrasi Kepegawaian : 1 O0rang
1 (Satu) orang Pendidikan SLTA

Tenaga Pengadministrasi Umum : 4 0Orang

4 (Empat) orang Pendidikan SLTA

Tenaga Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan & Perawatan
Kendaraan Bermotor : 10rang

1 (Satu) orang Pendidikan Sarjana

Operator Speed Boat : 1 O0rang
1 (Satu) orang Pendidikan SLTA
Ajudan Pimpinan : 1 0Orang
1 (Satu) orang Pendidikan SLTA
Pemelihara Kendaraan : 1 Orang

1 (Satu) orang Pendidikan SLTA
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Tabel. 1.1 Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan
No. Jabatan - -
Laki-Laki | Perempuan [IV|III| II |1|S2|S1|D3| SLTA| SLTP | SD
1 |Kepala Pelaksana 1 1 1
2 |Sekretaris
3 |Kasubbag. Umum 1 1 1
4 |[Staf Sub Bagian Umum 5 112 2 1111 2
5 [Perencana Ahli Muda 2 2 1(1
6 |[Staf Sub Bagian Keuangan 2 2 1 1
7 Staf Sub Bagian 1 1 2 2
Perencanaan Program
8 Kab_ld. P.encegahan & 1 1 1
Kesiapsiagaan
9 Analis Kebijakan Ahli 4 113 1|3
Muda
10 Staf.Bld.. Pencegahan & 3 3 2 1
Kesiapsiagaan
11 Kablld.. Kedaruratan & 1 1 1
Logistik
12 Staf. B.ld. Kedaruratan & 6 1 1151 2|1 4
Logistik
13 Kabld..gek(.)nstrukm & 1 1 1
Rehabilitasi
14 Staf Bld Re.rkonstruk51 & 6 1 6l 1 2| 3 2
Rehabilitasi
Jumlah 32 5 6|25| 6 (0 8 |17]| 2 [ 10 0 0
15 |PTT 32 7 11|11 | 24 1 2
Jumlah 32 7 1111 | 24 1 2
Jumlah PNS 37
Jumlah PTT 39
TOTAL 76
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D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah
perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, atas dasar antara
lain;
1. Kebijakan Pemerintah berdasarkan ;
a. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun
2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Karekteristik bencana yang potensi terjadi di Provinsi Kalimantan
Timur seperti; Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan,
bencana banjir, maupun potensi bencana lainnya.
3. Paradigma Penanggulangan bencana
Sebelum BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk, yang menangani
penanggulangan bencana hanya Sakorlak dan penanganannya hanya
pada saat terjadinya bencana, dengan dibentuknya BPBD Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan UU No 4 th 2007 manajemen
penanganan bencana dari pencegahan kesiapsiagaan, penanganan
darurat sampai dengan pasca bencana. Hal tersebut menjadi urusan
bersama / Pentahelix (pemerintah, lembaga dunia usaha,
masyarakat/LSM, Media , Pihak Akademisi).
4. Kerusakan Sumber Daya Alam Kaltim
5. Diperlukannya Perangkat Daerah yang mampu mengkoordinasi
Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM

agar berjalan sesuai dengan fungsi/tupoksinya.
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E. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan

fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum memadainya Kkinerja aparat dan kelembagaan
penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan
kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan
kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1)
Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan
bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan
bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah
pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan
rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:
(1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara
reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak
akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian
kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi

rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih
rendahnya pemahaman  terhadap  kesiapsiagaan  dalam

menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya
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pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran
terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1)
Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum
terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran
kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait
dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di
daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan

bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

F. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat
diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai
institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas
kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan
prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari

Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.
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Tabel. 1.2 Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Per 31 Desember 2022

No Uraian Banyaknya Satuan
1 2 3 4

1 |Tanah 30,000 [m?

2 |Gedung 2 Unit ( 2 lantai )

3,398 [m?

3 Listrik 2 Jaringan

4 Air 2 Jaringan

5 |Telepon 2 Line (1 Fax)

6 |AreaParkir 2 Area

7 Ruang Rapat 2 Ruang

8 Ruang Arsip 1 Ruang

9 Koperasi Buah

10 |Taman Dalam - Area

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi

Kalimantan Timur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana
akan melakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu dengan
melibatkan multipihak baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat
pada kondisi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Bencana
yang terjadi biasanya tidak mudah untuk diprediksi dan tidak dapat dihindari,
hanya upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan agar
kerusakan besar yang menimbulkan korban dan harta benda dapat
diminimalisir. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan
Timur, baik dari segi koordinator, komando maupun perencanaan masih baru
dan selama ini disadari dan dirasakan masih belum optimal dalam pola
kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi, mengakibatkan
seringkali masalah *"kewenangan'* belum sepenuhnya persepsi yang berbeda
terhadap peraturan kebencanaan dan perundangan yang telah ada antar
instansi terkait. Masalah kewenangan dalam penanggulangan bencana di
kabupaten/kota seringpula dihadapkan pada kendala seperti baru terbentuknya
kelembagaan, terbatasnya sumberdaya manusia, sumber pembiayaan,
prasarana dan sarana serta lemahnya orientasi beberapa daerah terhadap aspek
pola bencana dan penanggulangannnya.

Tahapan awal untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan
fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih adalah dengan melakukan telahaan terhadap visi, misi, dan program
tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2019-2023 telah
merumuskan Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 vyaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”.
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Visi Kalimantan Timur yang berdaulat dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang

bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.

Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur

dengan wawasan lingkungan.

Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi
kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan

papan.

Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum

dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.

Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastrukur dan

ketersediaan energi.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur 2019-

2023 tersebut sehingga dirumuskan 5 (Lima) misi yang sinergis dan saling

menunjang, yaitu:

1.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang

disabilitas;

. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan

yang berkeadilan;
. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,

professional dan berorientasi pelayanan publik

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada
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penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Timur pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup
yang ditempatkan pada misi keempat, yakni: ”Berdaulat dalam pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan.”

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat
mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur
terpilih 2019-2023: “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan Misi
keempat: “Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan” maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah
organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan
sasaran jangka menengabh ini juga merupakan pemandu arah dalam menyusun

strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaanya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksud sebagai dasar Penyusunan
Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur Kkinerja) kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur :

“Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

upaya pengurangan risiko bencana”

Adapun tujuan strategis dalam kurun waktu lima tahun (2019 - 2023)
peningkatan kemampuan penanggulangan bencana yaitu melalui
1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan
kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan
responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim
gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan
pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat

transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh
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wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau

rekonstruksi pasca bencana;

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi “Berani
Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” pada Misi Berdaulat Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4 ), pada tujuan
5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Maka sasaran
strategis (sasaran ke 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam
waktu 2019-2023 adalah Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi
Bencana, yang merupakan salah satu program strategis RPJMD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yang kemudian tujuan/sasaran

tersebut didukung dengan program makro yaitu :
1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019, maka
dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada seluruh perangkat
daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
yang semula terdiri dari 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua)
kegiatan menjadi 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua
puluh tiga) sub kegiatan. Sehingga dalam dalam pelaksanaan program
prioritas dilakukan penyesuaian yaitu sebagai pendukung tujuan/sasaran yang
tercantum dalam RPJMD Perubahan 2019-2023 vyaitu “Program
Penanggulangan Bencana” pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas

kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023

Strategi dan Arah kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur
merupakan hasil dari identifkasi atas lingkungan strategis BPBD yang
dilakukan olen BPBD Provinsi Kalimantan Timur terhadap lingkungan
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internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara
eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap Strategi dan
arah  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur dalam
penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-
2023) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur

STRATEGI | KEBLJAKAN
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan

mengurangi risiko bencana keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko
2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana
bencana berbasis masyarakat 2. Pemaduan pengurangan risko bencana dengan

program pembangunan

3. Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana
di daerah diaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai
dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-
masing

4. BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan
pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan

Bidang Kedaruratan dan Logistik

(1. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat M. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
(2. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistk dan penanggulangan bencana dalam Penanganan
Peralatan Bencana di Kaltim

2. Pemenuhan logistk Penanggulangan Bencana;

3. Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan
Bencana

4. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat
terdampak bencana secara adil sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

5. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal
bencana yang akurat, efektif, dan efesien

6. Responsif dalam penanganan tanggap darurat
bencana

7. Peningkatan asasment penanggulangan bencana
pada komunitas masyarakat desa mandiri

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

M1, Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan M. Terselenggaraanya koordinasi Rehabiltasi dan
bencana Rekonstruksi

2. Terlaksananya bimbingan teknis rehabiltasi dan
rekonstruksi

3. Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan
kerugian serta kebutuhan pascabencana

4. Tersusunnya rencana aksi rehabiitasi dan
rekonstruksi pascabencana

5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi
pascabencana

6. Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada
skal nasional dan daerah

7. Pemanduan penyelenggaraan pemulihan bencana
dengan pengurangan risiko bencana

8. Optimalisasi rehabiltasi dan rekonstruksi pada
seluruh bidang

9. Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat
siaga bencana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Kaltim Tahun 2022

17



Secara garis besar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
BPBD Prov. Kaltim dari Tahun 2019 sampai dengan 2023

CAPAIAN
NO TUJUAN INT%IJKUA:'? L Sﬁ'ﬁ"\rléél:s I::;?R;?‘R SATUAN | S.D TH. Loy
2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

[ 1. |Penguatan Indeks Risiko Bencana |Meningkatkan Prosentase % 0 0 85 85 85

kapasitas aparatur kapasitas daerah |penyelenggaraan

pemerintah dan dalam mengurangi |penanggulangan

masyarakat dalam risiko bencana bencana

upaya

pengurangan risiko

bencana

Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Timur untuk

mencapai Tujuan atau Sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/ Sasaran

SASARAN

INDIKATOR

TUIUAN STRATEGIS SASARAN SATUAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2 3 4 5 6 7
Penguatan Meningkatkan Prosentase % Penanggulangan | 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
kapasitas aparatur |kapasitas daerah [penyelenggaraan Bencana - Penyusunan Kajian Risiko Bencana

pemerintah dan
masyarakat dalam
upaya
pengurangan
risiko bencana

dalam mengurangi
risiko bencana

penanggulangan
bencana

Provinsi
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
terhadap bencana

- Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana

- Penanganan Pascabencana Provinsi

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
- Respon Cepat Penanganan Darurat
Bencana
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan
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B. Indikator Kinerja Utama
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan maupun indikatornya mengalami perubahan. Untuk menyesuaikan
perubahan tersebut dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama
BPBD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama
INDIKATOR PENJELASAN SUMBER
No. | SASARAN STRATEGIS | | \\co' o | SATUAN (FORMULAS! PERHITUNGAN) DATA | PENANGGUNG JAWAB
1. |Meningkatkan kapasitas  |Prosentase Persen Y Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD Prov. |- Bidang Pencegahan dan

daerah dalam mengurangi
risio bencana

penyekenggaraan
penanggulangan
bencana

X Total Bidang Penyelenggara Penangguiangan Bencana

x 100 %

Katim

Kesiapsiagaan

- Bidang Kedaruratan dan

Logistik

- Bidang Rehabitasi dan

Rekonstruksi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan
Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reword
atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Perjanjian Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5

1. |Meningkatkan kapasitas Prosentase penyelenggaraan % 85
daerah dalam mengurangi penanggulangan bencana
risiko bencana

2. |Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 80
Pelayanan Kesekretariatan

Program

Anggaran Murni

Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi

2 Program Penanggulangan Bencana

Rp 12,939,946,420.00
Rp 3,161,345,907.00

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Anggaran Murni
dan Perubahan

Rp 14,466,946,420.00
Rp  4,013,345,907.00

Pada tahun Anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan

anggaran murni

berdasarkan hasil

sebesar

Asistensi

Rp. 16.101.292.327,00. yang kemudian
RKA SKPD Perubahan Tahun 2022,

disetujui oleh tim asistensi sehingga pagu anggaran dapat mengalami
penambahan sebesar Rp. 2.379.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp. 18.480.292.327,00.

2. Target Belanja Tahun 2022

Target Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel. 2.6 Target Belanja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022
No. Urai i
© raian Anggar(aRnp;s elanja Realisasi Belanja (Rp) %
1. Belanja Operasi 17,498,995,927.00 15,353,662,457.00 88.17
- Belanja Pegawai 9,203,133,082 7,348,345,595 79.85
- Belanja Barang/Jasa 8,295,862,845.00 8,005,316,862.00 96.50
2. Belanja Modal 981,296,400.00 971,189,504.00 98.97
- Belanja Modal 981,296,400.00 971,189,504.00 98.97
Peralatan dan Mesin
Jumlah 18,480,292,327.00 16,324,851,961.00 88.34
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp) Realisasi -
& & 88 P Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatkan Kapasitas
1 Daerah dalam mengurangi 4,013,345,907.00 3,843,054,179.00 95.76
risiko bencana
, | Meningkatkan kualitas 14,466,946,420.00 | 12,481,797,782.00 | 86.28
Pelayanan Kesekretariatan
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun
sebelumnya
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung
dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap
sasaran dituangkan melalui gambaran umum implementasi hasil evaluasi
SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP

No. Nilai Capaian Prefjllfat Keterangan
Penilaian
1 0s.d. 30 D Sangat Kurang
2 >30s.d. 50 C Kurang
3 > 50 s.d. 60 CcC Cukup/Memadai
4 > 60 s.d. 70 B Baik
5 > 70 s.d. 80 BB Sangat Baik
6 > 80 s.d. 90 A Memuaskan
7 > 90 s.d. 100 AA Sangat Memuaskan

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
memperoleh nilai sebesar 65,49 atau dengan predikat penilaian “B”
(Baik), sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.2 Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem SAKIP Tahun 2021

No. Komponan Yang Nilai | Bobot Nilai
2020 2021
1 2 3 4 5
1 Perencanaan Kinerja 30% 20.15 21.60
2 Pengukuran Kinerja 25% 15.00 15.94
3 Pelaporan Kinerja 15% 10.78 10.78
4 Evaluasi Kinerja 10% 5.98 5.98
5 Capaian Kinerja 20% 10.88 11.19
Nilai Hasil Evaluasi 100% 62.78| 65.49
Tingkat Akuntabiltas Kinerja B B

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat

. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan laporan Inspektorat Provinsi
dengan predikat penilaian “B” (Baik), terdapat peningkatan hasil evaluasi
sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan sistem AKIP tahun
sebelumnya, yaitu :

= Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah

memenuhi  kriteria indikator kinerja yang baik (SMART) dan
keselarasan target perjanjian Kkinerja sebagian kecil telah
dimanfaatkan untuk penyusunan target kinerja eselon Il dan

Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, serta Analis Kebijakan

Ahli Muda pada dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan;

= Laporan Kinerja telah di upload kedalam Website BPBD Provinsi

Kalimantan Timur;
= Informasi capaian outcome kinerja cukup dapat diandalkan.

Terhadap hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2021
tersebut Inspektorat Provinsi memberikan rekomendasi kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur  agar

melakukan hal sebagaimana pada tabel berikut;
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Tabel 3.3 Tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem

SAKIP Tahun 2021

NO. REKOMENDA ST TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI SUDAH/BELUM
1 2 B] 4
1 | A. Terhadap hasil evaluasi atas perencanaan

D.

kinerja dari pemenuhan telah memadai namun
masih memerlukan perbaikan antara lain :

- Meningkatkan  kualitas ~ dokumen  Renstra
khususnya memuat tujuan yang sesuai tugas dan
fungsi, berorientasi hasil dan keselarasan
(Renstra  dengan RPIMD, PK  dengan
Renstra/RPIJMD) serta menerapkan hal-hal yang
seharusnya ditetapkan;

- Memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan

dalam dokumen RKA dan Renja;

Memonitor capaian target jangka menengah

sampai dengan tahun berjalan;

Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran
dan hasil program (outcome) telah memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik beserta target
kinerja;

Kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab
langsung terwujudnya sasaran dan didukung
dengan anggaran

Memanfaatkan dokumen perjanjian  kinerja
sebagai dasar mengukur keberhasilan ;

- Memonitor rencana aksi atas dokumen
Perjanjian  Kinerja (PK) sehingga dapat
dimanfaatkan untuk pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan, penyusunan
(identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan
IV serta mencantumkan target secara periodik
atas kinerja.

Terhadap hasil evaluasi atas pengukuran

kinerja agar :

- Melengkapi ukuran kinerja individu (IKI) sampai
tataran staf operasional yang mengacu pada IKU
unit kerja organisasi/atasannya;

- Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;

- Melakukan pengumpulan data kinerja secara
berkala (bulanan/triwulan/semester), yaitu data
yang dikumpulkan berdasarkan mekanisme yang
memadai dan berstruktur (jelas metode
pengumpulan datanya, siapa yang
mengumpulkan, mencatat,melakukan supervisi
dan berasal dari sumber data yang valid atas
rencana aksi yang ditetapkan;

Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja
sebagai acuan dalam perencanaan &
penganggaran dan dasar pemberian reward dan
punishment sehingga dapat digunakan untuk
pengendalian dan pemantuan kinerja secara
berkala

. Terhadap hasil evaluasi atas pelaporan

kinerja agar :

- Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait
informasi kinerja yang dapat diandalkan;

Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan
kinerja oleh pimpinan secara berjenjang untuk
umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan,
pelaksanaan program/kegiatan serta
peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan
digunakan dalam penilaian kinerja terhadap
pemberian reward dan punishment.

Terhadap hasil evaluasi atas evaluasi internal

agar :

- Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
ada kesepakatan dengan pihak yang terkait
langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk
ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi;

Melaksanakan pemantauan Rencana aksi dalam
rangka mengendalikan kinerja dan memberikan
alternatif perbaikan serta hasil evaluasi rencana
aksi untuk dapat ditindaklanjuti dalam langkah-
langkah nyata;

Melakukan peningkatan kualitas dokumen Renstra dengan
mereviu dokumen khususnya yang memuat tujuan sesuai
tugas dan fungsi, berorientasi hasil dan keselarasan
(Renstra dengan RPIMD, PK dengan Renstra/RPIMD);

Dokumen Renstra telah dijadikan acuan dalam dokumen
RKA dan Renja;

Melakukan monitoring secara berkala capaian target
jangka menengah sampai dengan tahun berjalan melalui
aplikasi Tepra, evaluasi Renja dan Radalok;
Menyesuaikan indikator kinerja sasaran dan hasil
program (outcome) sesuai dengan kriteria indikator
kinerja yang baik beserta target kinerjanya;

Melaksanakan kegiatan yang menjadi penyebab langsung
terwujudnya sasaran sesuai dengan anggaran yang
tersedia;

Dokumen perjanjian kinerja telah dijadikan dasar acuan
dalam melakukan pengukuran keberhasilan kinerja;

Rencana aksi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah
dibuat berdasarkan DPA yang telah ditetapkan dan
dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian
kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat
eselon III dan IV serta mencantumkan target secara
periodik atas kinerja;

Membuat Indikator Kinerja Individu secara berjenjang
sampai dengan staf operasional yang mengacu pada IKU
unit kerja organisasi / atasannya;

Melakukan Pengukuran kinerja yang dilakukan secara
berjenjang;

Melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala
(bulanan/triwulan/semester);

Ke depannya dapat dilaksanakan pemanfaatan hasil
pengukuran / capaian dari eselon IV keatas yang
dikaitkan dengan reward & punishment

Melakukan peningkatan kualitas laporan kinerja terkait
informasi kinerja yang dapat diandalkan;

Melakukan  peningkatkan kualitas laporan kinerja
khususnya dalam hal penyajian evaluasi dan analisis
capaian kinerja terkait informasi kinerja, analisis efesiensi
penggunaan sumber daya untuk dapat dimanfaatkan
secara berjenjang sebagai umpan balik (feedback)
perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan
serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan;

Menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dan ada kesepakatan dengan
pihak yang terkait langsung terhadap Hasil evaluasi
dengan temuan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti
rekomendasi hasil evaluasi;

Dalam menindaklanjuti perbaikan pelaksanaan program
dimasa yang akan datang dengan melakukan peningkatan
kapasitas SDM BPBD Prov. Kaltim

sudah dalam proses rangcangan akhir Reviu Renstra sesuai
dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan reviu RPIJMD yang
berlaku ;

Sudah, dokumen Renstra telah dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen RKA dan Renja

Sudah , monitoring capaian target melalui aplikasi Tepra per
bulan, evaluasi Renja per triwulan dan Radalok per semester;

Sudah, indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome)
telah disesuaikan

Sudah, pelaksanaan kegiatan yang menjadi penyebab
langsung terwujudnya sasaran dilaksanakan sesuai dengan
anggaran yang tersedia;

Sudah, dalam melakukan pengukuran kinerja selalu
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat;

Sudah, rencana aksi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
dimonitor melalui aplikasi Tepra dan evaluasi Renja serta
Radalok.

Sudah, Indikator kinerja telah dibuat secara berjenjang
sampai dengan staf operasional yang mengacu pada IKU unit
kerja organisasi / atasannya;

Sudah, Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang;

Sudah, namun pengumpulan data kinerja hanya disajikan oleh
bidang dalam bentuk data mentah untuk kemudian dilakukan
pengolahan di Sub Bagian Perencanaan Program;

Belum dilaksanakan pemanfaatan hasil pengukuran / capaian
dari eselon IV keatas yang dikaitkan dengan reward &
punishment

Sudah, BPBD Prov. Kaltim berusaha mengoptimalkan kualitas
laporan kinerja terkait informasi kinerja yang dapat
diandalkan;

Sudah, mengoptimalkan pengumpulan data atau informasi
berkaitan dengan capaian kinerja sebagai tolak ukur
keberhasilan kinerja secara berkala sehingga perbaikan baik
itu perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dapat selalu
ditingkatkan.

Sudah, melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait
realiasasi, kendala, permasalahan dan solusi dalam
pelaksanaan kegiatan;

Sudah, mengikutsertakan Pegawai dilingkungan BPBD dalam
Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) umum dan teknis pendukung pelaksanaan program
kegiatan
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REKOMENDA ST

TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI

SUDAH/BELUM

2

3

4

E. Terhadap hasil evaluasi atas capaian sasaran/kinerja
organisasi agar lebih meningkatkan perbaikan atas
pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik output|
maupun outcome sesuai dengan target yang telah
ditetapkan berdasarkan informasi kinerja yang dapat|

diandalkan

BPBD  Prov.

Kaltim akan memperbaiki pencapaian
sasaran/kinerja organisasi baik output dan outcome,
serta akan melakukan perbaikan sasaran dan indikator
kinerja yang belum tepat dan belum sepenuhnya
menggambarkan hasil

Sudah, Dilakukan perbaikan dengan mereviu dokumen Renstra
menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 dan RPIMD
Perubahan yang berlaku, dengan sasaran/kinerja organisasi
yang lebih terarah baik indikator kinerja output, outcome dan
dalam penetapan target sehingga dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilakukan dengan optimal serta
pencapaian sasaran/kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis

beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja

No. SasaraEl Indikator Kinerja Satuan Target Triwulan | Target | Realisasi %
Strategis Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o1 Meningkatkan Prosentase penyelenggaraan % 85 TRIWULAN 1 :[  10.00 6.25 62.50
kapasitas daerah penanggulangan bencana TRIWULAN 2 :|  20.00 27.55 137.75
d,a!imbmengurang' TRIWULAN 33 30.00 21.06 70.20
risiko bencana TRIWULAN 4:|  25.00 45.14 180.56
Jumlah 85.00 100.00 117.65
2. |Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 TRIWULAN 1 : - - -
kualitas Pelayanan TRIWULAN 2 : - - -
Kesekretariatan TRIWULAN 3 : 80.00 80.46 100.58
TRIWULAN 4 : - - R
80.00 80.46 100.58
Jumlah
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C. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.
Adapun Analisis Capaian Kinerja secara rinci menurut Sasaran Strategis

diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi

risiko bencana”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.

%

Indikator Kinerja Satuan [Target [Realisasi .
Capaian

Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana % 85 100.00 | 117.65

Capaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 indikator Kinerja Utama, yaitu :
“ Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana”
Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa realisasi sebesar 100
% dari target 85 %. Sehingga capaian Kinerja untuk sasaran strategis 1
adalah sebesar 117,65 %.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi
Kalimantan Timur dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi serta didukung oleh Bidang Kesekretariatan. Dalam
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
ditunjang oleh 1 (satu) Program Prioritas yaitu; “Program
Penanggulangan Bencana” dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu “
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi”, sebelumnya
terdapat 3 (tiga) Program Bidang antara lain: Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan (yang merupakan program prioritas penunjang Capaian
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RPJMD), Program Kedaruratan dan Logistik, dan Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi serta 4 (empat) Program penunjang, namun dengan
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
sehingga hanya menjadi 2 Program saja. Dengan adanya peraturan
tersebut sehingga terjadi perubahan maupun penyesuaian yang signifikan
baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun indikator-indikator
pendukungnya.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagan terdiri atas, yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan sub
kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
dengan sub kegiatan, antara lain ;
= Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
= Penguatan  Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan
sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi

Kebencanaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bidang Kedaruratan dan
Logistik terdiri atas, yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
dengan sub kegiatan, antara lain ;
= Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap Bencana

= Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,
dengan sub kegiatan, antara lain ;
= Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
= Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana
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Penyelengaraan penanggulangan bencana Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi terdiri atas :

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
dengan sub kegiatan, Penanganan Pascabencana Provisi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2022 pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta

capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2022

dokumen

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi [Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan

Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
yang Terbentuk

Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi
Kebencanaan

desa/kelurahan

aplikasi

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat laporan 12 12 100
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap |Penanggulangan Bencana dan Penyebaran
Bencana Informasi Kebencanaan
Jumlah Pilot Drone tersertifikasi orang 8 8 100
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat [Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi orang 30 30 100
(TRC) Bencana Cepat (TRC)
Respon Cepat Penanganan Darurat Jumlah Laporan Respon Cepat Laporan 12 12 100
Bencana Penanganan Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan laporan 12 12 100
Evakuasi Korban Bencana Bencana yang Tersedia
Jumlah Kebutuhan Logistik Bahan Logistik 398 398 100
Penanggulangan Bencana yang Tersedia

. - Penanganan Pascabencana Provinsi Jumlah Laporan Penangganan Pasca
Bencana

*Laporan Monev Renja tahun 2022

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2022 sebesar 100% dari
target 85 %
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun

2022 dengan tahun terakhir
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022

dengan tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut ;

Tabel 3.5.2

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Tahun 2022

dengan tahun sebelumnya

Realisasi % Peningkatan/
No. Indikator Kinerja Satuan Penurunan Tahun
2021 | 2022
2022
2 3 4 5 6=(5-4)/4*100
Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana % 83.33 | 100.00 20.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase penyelenggaraan
penanggulangan bencana tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
20 % dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 prosentase
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan realiasasi 100 % dari
target 85 %.

. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis.

Tabel 3.5.3 Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target

Akhir Rencana Strategis

. L. Target Akhir Realisasi | Tingkat
No. Indikator Kinerja Satuan .
RENSTRA Tahun 2022 | Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 |Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana % 85 100.00 117.65
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Pada tabel 3.5.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja “Prosentase
penyelenggaraan penanggulangan bencana” tahun 2022 seperti yang
tertera pada tabel diatas yaitu sebesar 117,65 %, dari target 85 % dengan
realisasi 100 %, dimana hasil capaian tersebut sudah dapat dikatakan
sangat memuaskan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana  tersebut  dengan
memaksimalkan anggaran yang tersedia dan diharapkan kedepannya dapat
lebih ditingkatkan lagi, baik dalam perencanaan, langkah-langkah dalam
pelaksanaan dan pencapaian target kinerja ditahun Rencana Strategis
berikutnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Keberhasilan/kegagalan ;

Analisis Keberhasilan pada indikator Kinerja 1 yaitu ‘“Prosentase

Penyelenggaranaan Penanggulangan Bencana”, antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan penyelengaraan
penanggulangan bencana baik pada kegiatan Pra Bencana, Tanggap
Darurat Bencana maupun Pasca Bencana;

2. Adanya perencanaan kegiatan yang matang dalam menentukan
langkah-langkah pencapaian target kinerja sesuai dengan asas
akuntabilitas kinerja;

3. Melakukan Koordinasi secara berkelanjutan antara BPBD Provinsi
Kalimantan Timur, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Instansi-
instansi terkait lainnya serta masyarakat dalam proses pelaksanaan

kegiatan penyelengaraan penanggulangan bencana;
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Alternative /Solusi ;

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanaan kegiatan

pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perencanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra BPBD

Provinsi Kalimantan Timur.

2. Selalu meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan
antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota,

Instansi

Terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program,

kegiatan, sub kegiatan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

%

%

Capaian Penverapan Tingkat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Any ar:n Efisiensi
(>100%) 99
2 3 4 5 6=(4-5)
1 |Meningkatkan kapasitas Prosentase penyelenggaraan 117.65 95.76 21.89

daerah dalam mengurangi
risiko bencana

penanggulangan bencana

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa prosentase capaian

kinerja untuk indikator “Prosentase penyelenggaraan penanggulangan

bencana” sebesar 117,65 % dengan persen penyerapan anggaran sebesar

95,76 % sehingga terdapat 21,89 tingkat efisiensi antara capaian Kinerja

dengan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan.
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6. Program / kegiatan yang menunjang kegiatan Sasaran Strategis 1

Program / kegiatan yang mendukung kegiatan pada Sasaran Strategis 1
“Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana”

dengan indikator kinerja “Prosentase penyelenggaraan penanggulangan

bencana” dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 3.5.5 Program/kegiatan yang mendukung Kegiatan Sasaran
Strategis 1

Program Penanggulangan Bencana SR ) LG Persen 82.67 82.67 100
Tangguh Bencana
1 Pelayanan Informasi Rawan Persentase Pelayanan Persen 100 100 100
Bencana Provinsi Pemenuhan Informasi
Kebencanaan
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana [ dokumen 1 1 100
Provinsi
2 Pelayanan Pencegahan dan Persentase Pelayanan Persen 100 100 100
Kesiapsiagaan terhadap Bencana |Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan |[Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat | laporan 12 12 100
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan
terhadap Bencana PenyebaranInformasi Kebencanaan
Jumlah Pilot Drone tersertifikasi orang 8 8 100
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk  |Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh desa/ 12 12 100
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang Terbentuk kelurahan
Bencana
Penanganan Pascabencana Provinsi Jumlah Laporan Penangganan Pasca Laporan 5 5 100
Bencana
Pengembangan Kapasitas TimReaksi  |Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi orang 30 30 100
Cepat (TRC) Bencana Cepat (TRC)
3 Pelayanan Penyelamatan dan Persentase Penanganan Persen 100 100 100
Evakuasi Korban Bencana Tanggap Darurat
Penanggulangan Bencana
Respon Cepat Penanganan Darurat Jumlah Laporan Respon Cepat Laporan 12 12 100
Bencana Penanganan Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan |Jumlah Laporan Logistik laporan 12 12 100
Evakuasi Korban Bencana Penanggulangan Bencana yang
Tersedia
Jumlah Kebutuhan logistik Bahan 398 398 100
Penanggulangan becnana yang logistik
tersedia
4 Penataan Sistem Dasar Persentase Penataan Sistem Persen 100 100 100
Penanggulangan Bencana Dasar Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem [Jumlah Pengembangan Aplikasi aplikasi 1 1 100
Informasi Kebencanaan Informasi Kebencanaan
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa;

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, namun pada pelaksanaannya di dalam sub kegiatan
masih terdapat kegiatan lain yang tidak terdapat cantolannya didalam
Peraturan tersebut, selain itu yang menjadi tolak ukur terhadap sub
kegiatan hanya berupa 1 (satu) output sesuai dengan nomenklatur sub

kegiatan walaupun didalamnya masih terdapat kegiatan yang lain.

2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana, dilaksanakan
kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di
Kota Samarinda, Monev Daerah Rawan Bencana pada
Kabupaten/Kota, Monitoring EWS dan Rapat Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana;

3. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana,
dengan sub kegiatan, yaitu :
a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Output yang dihasilkan pada sub kegiatan ini, antara lain; data
penyebaran Informasi Kebencanaan, Laporan kejadian Bencana,
Laporan pemantauan titik panas (Hotspot), laporan Pemantauan
Early Warning System (EWS), Laporan Rapat Koordinasi

Pusdalops Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota.

b. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pembentukan Desa
Tangguh Bencana, yang merupakan kegiatan program prioritas
capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2022
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pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana dilakukan pada

12 desa / kelurahan yaitu :

Kabupaten Kutai Kartanegara

» Desa Manunggal Jaya (Kerawanan Puting Beliung)

» Desa Bukit Raya (Kerawanan Banjir)

Kabupaten Kutai Timur

» Desa Kandolo ( kerawanan banjir)

Kabupaten Paser

» Kelurahan Long Ikis (Kerawanan Banjir)

» Desa Mendik (Kerawanan Banjir dan Karhutla)

» Desa Jemparing (Kerawanan Banjir)

Kabupaten Penajam Paser Utara

» Desa Sesulu (Kerawanan Banijir)

» Desa Bangun Mulya (Kerawanan Kebakaran dan Banjir)

» Desa Rintik ( Kerawanan Banjir dan Cuaca Ekstrim )

> Desa Sebakung Jaya ( Kerawanan Banjir dan Cuaca
Ekstrim )

» Desa Babulu Laut ( Kerawanan Banjir dan Cuaca Ekstrim )

Kota Balikpapan

> Kelurahan Sepinggan Raya (Kerawanan Banjir dan Tanah
Longsor)

Kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana tahun 2022

dilakukan dengan tahapan kegiatan, antara lain :

1) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana desa
tangguh bencana

2) Pembentukan Relawan Pengurangan Risiko Bencana desa
tangguh bencana

Berdasarkan Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki

kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan

mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk

mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas
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demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan
dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-
upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana
dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana.
Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji,
menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan
mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka,
terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi
menjamin keberkelanjutan.
e Desa / Kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari 3 Katagori,

yaitu :

1. Tingkat Utama

2. Tingkat Madya

3. Tingkat Pratama

e Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk oleh BPBD

Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2022 masih
berupa Desa Tangguh Bencana (Destana) tingkat Pratama.
Daftar Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah dibentuk
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 baik dari APBD
maupun APBN dapat dilihat pada tabel berikut ini;
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Tabel 3.5.6 Daftar Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2013-2022

Kabupaten/Kota T'Zensgag/ uﬁe:;;r::;anr; Pem.ll-)ael:\lil::kan Sumber Dana Kerawanan
Samarinda 1. Kelurahan Lempake 2013 APBN Banjir
2. Kelurahan Sungai Siring 2013 APBN Banjir
3. Kelurahan Sungai Kapih 2016 APBN Karhutla
4. Kelurahan Makroman 2016 APBN Karhutla
Kutai Kartanegara 1. Kelurahan Loa Ipuh Darat 2014 APBN Banjir
2. DesaPurwajaya 2014 APBN Banjir
Kutai Timur 1. DesaSepaso 2015 APBD Banjir
2. Desa Margo Mulyo 2015 APBD Banjir
3. Desa Sangata Selatan 2015 APBN Banjir
4. DesaSwarga Bara 2015 APBN Banjir
5. Desa Singa Gembara 2016 APBN Karhutla
6. DesaSangkimah 2016 APBN Karhutla
7. Desa Teluk Pandan 2016 APBN Karhutla
Paser 1. DesaTanah Priuk 2015 APBD Banjir
2. Kelurahan Long Kali 2015 APBD Banjir
Penajam Paser Utara 1. DesaSumber Sari Babulu 2015 APBN Banjir
2. Lok Dam Sepaku 2015 APBN Banijir
3. DesaApi-api 2017 APBD Kekeringan
4. Kelurahan Saloloang 2018 APBD Tsunami
Berau 1. Kampung Tumbit Melayu 2016 APBD Karhutla
2. Kelurahan Sambaliung 2016 APBD Banjir
Kutai Barat 1. Kampung Muara Batuq 2016 APBD Banjir
2. Kelurahan Melak Ilir 2016 APBD Banjir
Bontang 1. Kelurahan Lok Tuan 2016 APBD Banjir
2. Kelurahan Berbas Pantai 2016 APBD Banjir
Kutai Kartanegara 1. Desa Muara Badak Ilir 2020 APBD Banjir
Kutai Kartanegara 1 DesaAnggana 2021 APBD Kebakaran
Pemukiman
2 DesaSei Meriam 2021 APBD Kebakaran
Pemukiman
Samarinda 1 Kelurahan Bandara 2021 APBD Banjir
2 Kelurahan Teluk Lerong Hulu 2021 APBD Kebakaran
Pemukiman
Kutai Kartanegara 1 Desa Manunggal Jaya 2022 APBD Puting Belung
2 Desa Bukit Raya 2022 APBD Banjir
Kutai Timur 1 Desa Kandolo 2022 APBD Banjir
Paser 1 Kelurahan Long Ikis 2022 APBD Banjir
2 Desa Mendik 2022 APBD Banjir dan Karhutla
3 Desa Jemparing 2022 APBD Banjir
Penajam Paser Utara 1 Desa Sesulu 2022 APBD Banijir
2 Desa Bangun Mulya 2022 APBD Banijir
3 Desa Rintik 2022 APBD Banjir dan Cuaca
Ekstrim
4 DesaSebakungJaya 2022 APBD Banjir dan Cuaca
Ekstrim
5 DesaBabulu Laut 2022 APBD Banijir dan Cuaca
Ekstrim
Balikpapan 1 Kelurahan Sepinggan Raya 2022 APBD Banjir dan Tanah

Longsor

Sumber : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur
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c. Penanganan Pascabencana Provinsi
Pada sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi ini ada

5 Output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun 5

kegiatan tersebut antara lain;

1). Sosialisasi / Rapat Koordinasi Teknis bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Grand Jatra, Kota
Balikpapan dengan jumlah peserta sebanyak 59 Orang.
Adapun maksud diselenggarakan kegiatan tersebut adalah
untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana fase
Rehabilitasi dan Rekontruksi di wilayah Kalimantan Timur
serta memadukan dan menyamakan persepsi dalam penerapan
sistem Kinerja sebagai wujud penyampaian visi, misi dan
tujuan penanggulangan bencana Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi di BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD
Kabupaten/Kota dan  memberikan informasi dan refrensi
Peraturan Perundangan dan kebijakan tentang penanggulangan
bencana pada umumnya dan khususnya pada pasca bencana
yang dapat diimplementasikan di Kabupaten/Kota.

2). Bimbingan Teknis dan Penyusunan Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3PB) Tahun
2022
Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Grand Fatma
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah
peserta sebanyak 30 orang dengan tujuan untuk memberikan
pemahaman dan arahan bagi peserta pada saat menyusun
rencana rehabilitasi dan rekontruksi serta pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana, dengan harapan setelah selesai
acara tersebut peserta mampu menjadi ahli, analis, dan

operator.
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3). Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi Tahun 2022
Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Kabupaten/Kota mencakup
Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Maksud
pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi Pasca Bencana adalah sebagai dasar acuan
pengukuran pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan serta
untuk memperoleh keterangan dan informasi atas kelanjutan
kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di
Kabupaten/Kota yang mengusulkan bantuan dana hibah

pascabencana.

4). Bimbingan Teknis dan Penyusunan Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3PB) Tahun
2022 di Tenggarong

5). Kegiatan Pendampingan Pascabencana Kabupaten/Kota Se —
Kalimantan Timur Tahun 2022
Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota mencakup;
Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser,
dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Maksud dari
kegiatan tersebut adalah sebagai dasar acuan pengukuran
pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan serta untuk
memperoleh keterangan dan informasi atas kelanjutan kegiatan
rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di Kabupaten/Kota

yang mengusulkan bantuan dana hibah pascabencana.

d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas
aparatur di bidang kebencanaan, pada kegiatan ini dilakukan

peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) kaji cepat dan pelaporan
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bagi personil TRC-PB BPBD se — Kalimantan Timur dengan
jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari BPBD Provinsi
Kalimantan Timur sebanyak 20 orang dan BPBD Kabupaten/Kota
sebanyak 30 orang ( 3 orang per Kabupaten/Kota ), dan 9 orang
panitia dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur. dengan dilaksanakannya
kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
koordinasi/sinkronisasi/sinergi dalam Pembekalan Tim Reaksi
Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) se Provinsi Kalimantan
Timur serta meningkatkan ketrampilan personil TRC-PB dalam
melakukan kaji cepat secara tim sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan.

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana,
dengan sub kegiatan, yaitu ;
a. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
Tahun 2022 kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana
yang dilakukan adalah Monitoring dan Evaluasi Penanganan
Darurat Bencana (Tim Kaji Cepat) di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2022.

e 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Timur, mendapat fasilitasi kegiatan respon cepat
penanganan darurat bencana.

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kegiatan yang dilakukan antara lain;

e Pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura pada anggaran
murni tahun 2022 sebesar Rp. 80,640,500.00, dengan
rincian belanja ;

1. Minyak goreng 1 liter 245 bungkus
2. Beras @ 5 kg 245 Zak

3. Bubur makanan bayi 240 Kotak

4. Susu formula bayi 240 Kotak

5. Mie instant 240 Duz
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e Pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura anggaran
perubahan tahun 2022 sebanyak 1 paket senilai
Rp. 112,467,100.00 dengan rincian belanja :

. Air Mineral @600 MI 158 Dus

. The Celup @50 159 Kotak

. Sarden @155 gr 158 Kaleng

. Minyak Goreng Refiil @ 1 Liter 158 Bungkus

. Beras @ 5 kg 159 Zak

. Gula Pasir @ 1 Kg 158 Kg

. Biskuit Besar 159 Kaleng

. Susu Kental Manis 158 Kaleng

. Cornet @198 gr 158 Kaleng

10. Bubur Makanan Bayi 159 Kotak

11. Mie Instant 159 Dus

12. Minuman Sarapan Kemasan 159 Bungkus

13. Kopi Bubuk @380 gr 159 Bungkus

14. Susu Formula Bayi 159 Kotak
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e Pendistribusian Barang Logistik

e Monitoring dan evaluasi logistik peralatan penanggulangan
bencana

e Kabupaten / Kota yang terfasilitasi 10 (sepuluh)

Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur.

5. Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam Sub Kegiatan dapat

terlaksana dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia,

6. Program penanggulangan bencana dengan indikator kinerja outcome
“Persentase Desa /| Kelurahan Tangguh Bencana” merupakan
Program Prioritas yang mendukung terhadap capaian kinerja RPIMD
Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019-2023, tahun 2022
capaian kinerja terealisasi 100 % dari target 82,67 % dengan realisasi
82,67 %.
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Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.

%

Indikator Kinerja Satuan |Target [Realisasi _
Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks | 80 | 80.46 | 100.58

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat lihat bahwa realisasi untuk Indeks
kepuasan masyarakat terhadap Kkinerja pelayanan BPBD Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2022, yaitu 80,46 % dari target sebesar 80
% dengan persen capaian Kinerja mencapai sebesar 100,58 % .

Capaian Sasaran Strategis 2 merupakan indikator kinerja individu
esselon Il yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja, yaitu : Indeks
Kepuasan Masyarakat, dimana merupakan indikator kinerja yang menjadi
tolak ukur terlaksananya kegiatan kesekretariatan yang mendukung
terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan
Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Publik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan
Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk ;

1. Memperolehnya data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kalimantan Timur.
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2.

3.

Memperoleh feed back/umpan balik berupa masukan/keluhan
terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat untuk melakukan
perbaikan/peningkatan  kinerja/kualitas  pelayanan  secara
berkesinambungan.

Menentukan rangking unsur-unsur tingkat kepuasan dan tingkat
kepentingan unsur-unsur dalam matriks Importance dan
Performance agar bisa dipakai sebagai acuan prioritas dalam

melakukan perbaikan.

Untuk mengukur implementasi keberhasilan/kegagalan capaian indikator

ini, terdapat parameter pengukuran sebagai berikut :

R/
A X4

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur,

dengan menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan

rumus sebagai berikut :

Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut :

No | Nilai Interval | Nilai Interval | Mutu | Kinerja
(NI) Konversi
(NIK)
1 |1,00-2,2996 | 25,00-64,99 |D Tidak Baik
2 | 2.60-3,064 65,00-76,60 | C Kurang Baik
3 |3,0644-3,532 | 76,61-88,30 | B Baik
4 | 3,5324-4,00 | 88,31-100,00 | A Sangat Baik
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Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut, dilakukan upaya

dalam perbaikan pelayanan publik dengan melakukan Survei Indeks

Kepuasan Pelayanan (IKP) kepada pengguna layanan, dalam hal ini

pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Provinsi,

masyarakat umum, dengan rincian Skor/Nilai sebagai berikut :

Tabel 3.6.1 Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Pelayanan
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Swasta, Pelajar/Mahasiswa dan

Nilai
No Unsur Pelayanan Unsur | Predikat | Kategori | Peringkat
Pelayanan
1 | Persyaratan Pelayanan 3.15789 B Baik 5
2 Prosedur Pelayanan 3.10526 B Baik 7
3 Waktu Pelayanan 3.10526 B Baik 6
4 | Biaya/Tarif Pelayanan 3.84211 A Sangat Baik l
5 Produk Spesifikasi Jenis 305263 C Kurane Baik 9
Layanan =
6 | Kompetensi Pelaksana | 3.15789 B Baik 4
7 Perilaku Pelaksana 3.26316 B Baik 2
8 | Penanganan Pengaduan | 3.21053 B Baik 3
9 | Sarana dan Prasarana 3.10526 B Baik §|

Berdasarkan hasil analisis

data dan fakta dilapangan terhadap

penelitian Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) pelayanan pada BPBD

Provinsi Kalimantan Timur masuk pada kategori “Baik” dengan Nilai
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Unsur pelayanan sebesar 80,46 (B) dengan nilai rata — rata unsur
tertimbang yaitu 3.219 dengan mutu kinerja baik.
Adapun, sebagai rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.2 Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan

Timur
NO NILATUNSUR PELAYANAN
RESPONDEN | UI | w2 | W | w2 | U5 | U6 | U7 | Us | U9
] ) 3 1 5 6 7 g 9 10
] 3 3 3 3 3 3 3 3 I
) 3 3 3 3 3 3 3 3 I
3 2 2 3 2 2 3 3 2 1
] 3 3 3 3 3 3 3 3 ]
5 3 3 3 3 3 3 3 3 1
6 3 3 3 3 3 3 3 3 1
7 1 3 3 3 3 3 3 3 1
g s s 3 3 3 3 3 I s
0 3 3 3 3 3 3 3 3 1
10 3 3 3 3 3 3 3 3 1
11 3 3 3 3 3 3 3 3 7
1 3 3 3 3 3 3 3 3 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
14 1 3 3 3 7 1 3 1 1
15 3 3 3 3 3 3 3 3 1
16 3 3 3 3 3 3 3 3 1
17 3 1 1 1 1 1 1 1 1
T 1 4 1 1 s 1 4 1 s
19 3 3 3 3 1 1 3 1 1
E’l‘”’ 60 | so | se | ss | e | e | so | e | m |55
NEUT
NRR/ 13 15780 | 3.10526 | 3.10526 | 3.05263 | 3.15780 | 3.26316 | 3.10526 | 321053 | 3.84211 | 29
Unsur 15789 | 3.105 3
mﬁﬂiﬁ“”?‘ 035053 | 034468 | 034468 | 033884 | 035053 | 0.36221 | 034468 | 035637 | 042647 | 3.219
TEM Unit Pelayanan 50.46

Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijabarkan
sebagai berikut :
% Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan
BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Provinsi, Swasta, Pelajar/Mahasiswa dan
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masyarakat umum, target kinerja tahun 2022 dengan nilai 80
terealisasi sampai dengan nilai 80,46 sehingga capaian presentase
kinerja yang diperoleh sebesar 100,58 % dengan hasil “Sangat
Baik”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus
melakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik sesuai yang telah
ditargetkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa realisasi pada sasaran
strategis |l “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat dikatakan “berhasil”
dalam pelaksanaannya.

Survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Provinsi

Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran 5.

. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun

2022 dengan tahun terakhir

Tabel 3.6.3 Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022
dengan Tahun Terakhir

Realisasi % Peningkatan/
No. Indikator Kinerja Satuan Penurunan Tahun
2021 2022 2022
1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100
1 |Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks | 78.37 | 80.46 2.67
3. Perbandingan antara realisasi kinerja Sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis

Tabel 3.6.4 Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target

Akhir Rencana Strategis

No Indikator Kineria — Target Akhir Realisasi | Tingkat
' ! RENSTRA | Tahun 2022 | Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 |Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 80 80.46 100.58
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Pada tabel 3.6.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja “Indeks kepuasaan
masyarakat” tahun 2022 seperti yang tertera pada tabel diatas yaitu
sebesar 100,58 %, dari target 80 % dengan realisasi 80,46 %, dimana hasil
capaian tersebut sudah dapat dikatakan sangat memuaskan sesuai dengan
target yang ingin dicapai, kedepannya BPBD Provinsi Kalimantan Timur
akan selalu meningkatkan kinerja pelayanannya pada masyarakat sebagai

salah satu bentuk penyelenggara penanggulangan bencana.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Keberhasilan;

Analisis keberhasilan pada capaian kinerja Sasaran Strategis 2, antara lain;

e Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator
dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan,
secara umum kegiatan kesekretariatan ditunjang oleh 1 (satu) program
yaitu; Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, dimana
kegiatan maupun sub kegiatan dalam program ini adalah kegiatan yang
bersifat rutinitas yang sangat menunjang dalam pelaksanaan pelayanan
BPBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah
penyelenggara kegiatan penanggulangan bencana.

e Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan
akan sangat menunjang dalam terwujudnya kinerja yang ingin dicapai.

e Terwujudnya koordinasi yang baik di semua aparatur BPBD Provinsi
Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan yang prima sesuai
dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan
bencana.

Alternative Solusi ;

Alternatif solusi pada capaian kinerja Sasaran Strategis 2, antara lain;

e Melaksanakan kegiatan pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur
dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia;

e Selalu meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur BPBD Provinsi
Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022 seperti
tabel berikut ;

Tabel 3.6.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

% o
. o .

Capaian Penyerapan Tingkat

No.| Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Efisiensi
(>100%) | ""99

2 3 4 5 6=(4-5)

1 |Meningkatnya kualtas Indeks Kepuasan Masyarakat 100.58 86.28 14.30
Pelayanan Kesekretariatan

Pada tabel 3.6.5 diatas dapat dilihat;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat persen capaian Kinerjanya sebesar
100,58 % dari target 80 % dengan realisasi sebesar 80,46 %;

2. Persentase penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung indikator
pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan
sebesar 86,28 %;

3. Berdasarkan point 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa adanya tingkat
efisiensi sebesar 14,30 antara persentase capaian kinerja dengan
persentase penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung capaian

Kinerja tersebut.

6. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Strategis 2

Program yang menunjang keberhasilan sasaran strategis 2 dengan
indikator kinerja “ Indeks kepuasaan masyarakat”, yaitu ‘Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari 5
Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut;
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Tabel 3.6.6 Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran

Strategis 2

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Prasarana

1 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pelayanan publik % 95 100 | 105.26
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana
1 Perencanaan, Penganggaran, dan |Persentase jumlah Dokumen Persen 100 100 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran dan
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang tersusun
Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah dokumen perencanaan dokumen 10 10 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja laporan 10 10 100
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengendalian dan Laporan 3 3 100
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
2 Administrasi Keuangan Persentase Pelaksanaan Persen 100 100 100
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Dokumen 12 12 100
Tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan  [Jumlah Dokumen Administrasi Dokumen 12 12 100
Tugas ASN Pelaksanaan tugas ASN
3 Administrasi Umum Perangkat Persentase Cakupan Persen 100 100 100
Daerah Pemenenuhan Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Barang Peningkatan Sarana unit 933 933 100
Perlengkapan Kantor dan Prasarana Peralatan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Laporan 12 12 100
Logistik Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Koordinasi dan oT 262 262 100
Konsultasi SKPD Konsultasi
4 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Persen 100 100 100
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Laporan 12 12 100
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS| Laporan 12 12 100
Kantor
5 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemenuhan Persen 100 100 100
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Unit 23 23 100
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan unit 50 50 100
Lainnya Kelengkapan Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Pemeliharaan Sarana dan m2 506 506 100

Pada tabel 3.6.6 di atas dapat dilihat bahwa;

1.

Secara keseluruhan kegiatan / sub kegiatan pada Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terlaksana sesuai dengan target

yang telah direncanakan;
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2. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi “Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah” terealisasi sebesar 96,5 % dari
target 95 % dengan realisasi sebesar 101,58 % dengan predikat kinerja
“Sangat Tinggi”;

3. BPBD Provinsi
kegiatan yang telah direncanakan dengan memaksimalkan anggaran

Kalimantan Timur selalu berusaha melaksanakan

yang tersedia, walaupun anggaran yang tersedia masih kurang memadai
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang

telah disusun.

D. Pencapaian Kinerja Lainnya

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi
“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” pada Misi Berdaulat Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4), pada tujuan
Badan

masuk ke

5 (lima) vyaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dalam sasaran RPJMD ke 16 vyaitu “Meningkatnya Ketangguhan
Menghadapi Bencana”, dengan indikator kinerja utama “ Indeks Risiko
Bencana” dengan target indeks pada tahun 2022 sebesar 151,49, capaian
target, realisasi dan permasalahan terhadap capaian target RPJMD dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi, % Capaian, % Penurunan Indek Risiko Bencana

Tahun 2022
Realisasi % Peningkatan /

. .. Target % Capaian

Indik K Penurunan
ndikator Kinerja | Satuan | . n 2022 Tahun 2022

Tahun 2021 | Tahun 2022 5=4/5-1

1 2 3 4 5 6 7
Indeks Risiko Bencana | Indeks 151.49 153.28 146.67 103.18 4.51%
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Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa;

1. Indek Risiko bencana pada tahun 2022 dengan target sebesar 151,49
dengan realisasi sebesar 146,67 dimana mengalami penurunan yang
sangat signifikan sebesar 4,51 % dibandingkan dari realisasi tahun 2021
sebesar 153,48;

2. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) berdasarkan hasil penilaian Indeks
Risiko Bencana (IRB) pada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yang
telah ditetapkan oleh BNPB , sesuai dengan surat Direktur Pemetaan dan
Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
nomor : B-002/BNPB/Perb/SS.01.02/01/2023 tanggal 9 Januari 2023;

3. Kilasifikasi Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk
pada kategori risiko bencana tinggi, namun persentase capaian
mengalami peningkatan sebesar 103,18% atau terjadi penurunan Risiko

Bencana sebesar 4,51%;

Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

|skor T0TAL| KELAS | KATEGORIRISKO BENCANA
<13 1
13- 14 2 | seoawc |
>4 3

Sumber : Buku IRBI, Tahun 2022

4. Penurunan nilai indeks Risiko Bencana dihasilkan dari perhitungan
Indeks Ketahanan Daerah yang dilakukan secara manual baik pada
tingkat provinsi (40%) maupun Kabupaten/Kota (60%) sejak tahun
2021;

5. Nilai indeks Risiko Bencana tahun 2022 mengalami penurunan sebesar
6,61 atau 4,51 % dari tahun 2021, hal ini menunjukkan komitmen dan
upaya yang serius dari Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi

Kalimantan Timur dalam menurunkan Risiko Bencana.

Analisis Pencapaian Kinerja
1. Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja, antara lain ;
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1) Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang
di dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

2) Adanya Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101 tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota dan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal.

3) Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi, Penginputan, sinkronisasi
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap BPBD Kabupaten/Kota
dan perangkat daerah terkait lainnya yang merupakan instrumen
untuk mengukur kapasitas daerah dan juga bagian dari
perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di wilayah
Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat menurunkan nilai
indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Timur. Alasan
dilakukan penilaian IKD setiap tahun adalah untuk mengukur
keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di suatu
wilayah. Penginputan data dukung Indeks Ketahanan Daerah
(IKD) bersama Kabupaten/Kota berdasarkan 71 Indikator yang
telah ditetapkan dan fokus prioritas yang mencakup; Perkuatan
Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan
terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik,
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan
Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan
Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Perlu diketahui
bersama, IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah
di bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil pengukuran, penilaian, dan Sinkronisasi
IKD, bahwa capaian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami

peningkatan sebesar 30,30 %, dari nilai rata-rata IKD Tahun 2021
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sebesar 0,33 dan tahun 2022 sebesar 0,43 pada 10
Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung kegagalan capaian kinerja, antara lain ;

1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di
dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur

masih sangat terbatas.

2) Belum semua Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi
melaksanakan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101
tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten /
Kota.

2. Permasalahan
1) BPBD Provinsi kalimantan Timur tidak melakukan secara
langsung kajian untuk meningkatkan nilai indeks risiko bencana,
namun melakukan upaya yang menunjang penurunan nilai indeks
risiko bencana dengan melakukan kegiatan antara lain: kegiatan
mitigasi bencana baik itu Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana
dan Pasca Bencana sebagai sebagai bagian dari Indikator
Ketahanan Daerah, selain itu, BPBD Provinsi Kalimantan Timur
juga memfasilitasi Penyelenggaraan Sosialisasi, Penginputan,
sinkronisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap BPBD
Kabupaten/Kota dan perangkat daerah terkait lainnya yang
merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dan juga
bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
di wilayah Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat
menurunkan nilai indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan

Timur.
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3. Solusi

1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
BNPB terkait dengan Legalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana
(KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
yang telah disusun oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur;

2) Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan BPBD Kabupaten /
Kota dan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan penerapan /
pelaksanaan Indikator — indikator Ketahanan Daerah dalam
rangka penurunan nilai indeks Risiko Bencana.

4. Upaya

1) Melakukan koordinasi terkait Legalisasi Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana dan dokumen Kajian Resiko Bencana;

2) Melaksanakan perhitungan nilai Indikator Ketahanan Daerah
(IKD);

3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan/sub

kegiatan yang telah direncanakan.

E. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 berdasarkan pagu perubahan akhir dapat dilihat pada

tabel akuntabilitas Keuangan berikut ini:
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A. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel. 3.8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. |Meningkatkan kapasitas daerah Prosentase penyelenggaraan | 85 % 100.00 % 117.65 4,013,345,907.00 3,843,054,179.00 |  95.76
dalam mengurangi risiko bencana penanggulangan bencana

2. [Meningkatnya kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat [ 80 % 80.46 % 100.58 14,466,946,420.00 12,481,797,782.00 86.28
Kesekretariatan

Jumlah 18,480,292,327.00 16,324,851,961.00 | 88.34

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa;

1. Sasaran strategis “Meningkatkan kapasitas daerah dalam
mengurangi risiko bencana” dengan indikator kinerja “Prosentase
penyelenggaraan penanggulangan bencana” persentase capaian
kinerja sebesar 117,65 % dengan persentase penyerapan anggaran
yang mendukung capaian sasaran sebesar 95,76 % ;

2. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Pelayanan
Kesekretariatan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan
Masyarakat™ capaian kinerja sebesar 100.58 %; dengan prosentase
penyerapan anggaran Yyang mendukung capaian sasaran sebesar
86,28 %;

3. Dari point 1 sampai point 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara
garis besar antara persentase capaian kinerja dengan persentase
penyerapan anggaran kegiatan terdapat efiesiensi anggaran.

4. Total alokasi anggaran untuk mendukung capaian sasaran strategis
BPBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 18.480.292.327,00
dengan rincian alokasi untuk “Program Penanggulangan Bencana”
sebesar Rp. 4.013.345.907,00 (21,72 % dari total pagu BPBD
Provinsi Kalimantan Timur) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.
3.843.054.179,00 (95,76%) dan “Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi” sebesar Rp. 14.466.946.420,00 (78,28
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% dari pagu BPBD Provinsi Kalimantan Timur) dengan penyerapan
anggaran sebesar Rp. 12.481.797.782,00 (86,28 %) merupakan
alokasi anggaran program/kegiatan penunjang rutinis kantor;

5. Secara keseluruhan total Pagu BPBD Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2022 sebesar Rp. 18.480.292.327,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 16.324.851.961,00 dengan persentase penyerapan anggaran
sebesar 88,34 %, dengan persentase capaian rata-rata kinerja sebesar
100,58 % dengan predikat “Sangat Memuaskan”.

B. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Realisasi anggaran per Program dan kegiatan pada tahun 2022 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel. 3.9. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daeraah 14,466,946,420.00 12,481,797,782.00 86.28
Provinsi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 516,762,500.00 487,605,690.00 94.36
Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 87,990,000.00 85,442,550.00 97.10
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 193,197,500.00 185,798,900.00 96.17
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 235,575,000.00 216,364,240.00 91.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,203,133,082.00 7,348,345,595.00 79.85
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8,961,093,082.00 7,115,005,595.00 79.40
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 242,040,000.00 233,340,000.00 96.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,128,758,400.00 2,098,558,320.00 98.58
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,252,041,400.00 1,238,366,877.00 98.91
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 138,417,000.00 129,735,010.00 93.73
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 738,300,000.00 730,456,433.00 98.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1,994,658,906.00 1,938,786,609.00 97.20
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320,472,498.00 293,706,253.00 91.65
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,674,186,408.00 1,645,080,356.00 98.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 623,633,532.00 608,501,568.00 97.57
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 261,011,000.00 248,226,568.00 95.10
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52,438,000.00 52,005,000.00 99.17
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 310,184,532.00 308,270,000.00 99.38
Kantor atau Bangunan Lainnya
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Program Penanggulangan Bencana 4,013,345,907.00 3,843,054,179.00 95.76
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1,206,580,800.00 1,168,123,438.00 96.81
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 1,206,580,800.00 1,168,123,438.00 96.81
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 1,688,002,000.00 1,611,735,745.00 95.48
Bencana
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 294,321,000.00 272,169,710.00 92.47
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 448,909,000.00 431,296,218.00 96.08
Kesiapsiagaan Bencana
- Penanganan Pascabencana Provinsi 678,360,000.00 660,683,397.00 97.39
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 266,412,000.00 247,586,420.00 92.93
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 962,731,207.00 910,225,396.00 94.55
- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 416,212,000.00 395,387,403.00 95.00
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 546,519,207.00 514,837,993.00 94.20
Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 156,031,900.00 152,969,600.00 98.04
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 156,031,900.00 152,969,600.00 98.04
Kebencanaan
Jumlah 18,480,292,327.00 16,324,851,961.00 88.34

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ;

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang teralokasi
sesuai dengan Renstra BPBD
Provinsi Kalimantan Timur; dengan jumlah kegiatan sebanyak 9
(sembilan) dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang terdapat pada

“Program Penanggulangan Bencana” dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.013.345.907,00 (21,72 % dari pagu total anggaran
BPBD Prov. Kaltim tahun 2022) penyerapan anggaran sebesar
Rp. 3.843.054.179,00 dengan capaian 95,76 % ;

[ ]
anggarannya sebanyak 2 (dua)
dokumen Renstra;

[ ]

[ ]

“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi”
sebesar Rp. 14.466.946.420,00 (78,28 % dari pagu total anggaran
BPBD Prov. Kaltim tahun 2022) dengan penyerapan anggaran
sebesar Rp. 12.481.797.782,00 dengan capaian 86,28 %.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BPBD Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu tahun
anggaran 2022. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Salinan
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 060/K.430/2009
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan kinerja ini meliputi pelaksanaan program / kegiatan / sub
kegiatan yang prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kebijakan di bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Penanggulangan Bencana, sesuai dengan
Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan diwujudkan kedalam
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus
dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil

gubernur terpilih  2019-2023: “Berani untuk Kalimantan Timur
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Sasaran |

Berdaulat” dan Misi keempat: “Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam yang Berkelanjutan” maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka
menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim yang
mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam
menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Bencana yang merupakan
pelayanan dasar kebencanaan dibidang Trantibumnas yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara
optimal, maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur,

Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data serta informasi yang
dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan hasil pengukuran pencapaian
kinerja BPBD Prov. Kaltim dapat dilihat pada skema berikut :

Indikator : )
Capaian

Meningkatkan kapasitas |:> Prosentase penyelenggaraan |:> 117,65 %
daerah dalam mengurangi penanggulangan bencana G

risiko bencana

Sasaran |

Pelayana

Indikator : Capaian @
Meningkatnya kualitas : Indeks Kepuasan Masyarakat : 100,58 %

n Kesekretariatan

Laporan
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109,12 %



Dari skema tersebut diatas, capaian rata-rata kinerja BPBD Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 109,12 % bila dibandingkan dengan
realisasi keuangan yang menunjang pelaksanaan Indikator Kkinerja dapat
dilihat pada skema berikut :

Pagu Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Persentase Capaian
|:> Realisasi Tahun 2022
Rp. 18.480.292.327 Rp. 16.324.851.961 88,34 %

Jadi dapat diambil kesimpulan untuk efisiensi Penggunaan Anggaran
Sebesar 14,14 %.

Capaian Capaian

Realisasi Realisasi Efisiensi
Kinerja Anggaran 2078 %

109,12 % 88,34 %

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kinerja yang optimal dengan
memaksimalkan anggaran yang tersedia, karena semua target sasaran yang

telah ditetapkan dapat dicapai dengan “Kategori Sangat Memuaskan”.

B.  Strategi Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang

akan datang antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan becana sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Kaltim Tahun 2022 59




Kalimantan Timur dengan selalu memaksimalkan anggaran yang

tersedia;

2. Selalu berkoordinasi dan bersinergitas dengan BPBD Kabupaten /
Kota, BNPB Pusat, Instansi terkait dan Masyarakat Umum terkait

dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Melaksanakan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada
hasil penilaian kinerja agar dapat tercapainya target tujuan perangkat

daearah;

4. Kedepan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus dilakukan perbaikan-
perbaikan dalam penetapan indikator Kinerja program (outcome) dan
target indikator Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan indikator kegiatan utama
penanggulangan bencana secara berkala dan berkelanjutan sebagai
bahan dan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran pada pelaksanaan
tahun Renstra 2019-2023
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